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Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA,
GAJI, DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA,
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan
Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan  Penerima  Pensiun
atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
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Mengingat

Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima
Tunjangan serta sesuai surat dari Sekretaris
Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 188.342/2260/Hukham/2019 tanggal
20 Mei 2019 perihal Fasilitasi Rancangan
Peraturan Wali Kota, perlu dibentuk Peraturan
Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya, Gaji, dan Tunjangan Ketiga
Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara,
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang  Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar
dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pemberian Gaji, Pensiun,
atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, = Anggota  Kepolisian = Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara,
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
(Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Perintah
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun,
atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, @ Anggota  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara,
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

S. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016
Nomor 1 Seri D);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA, GAJI, DAN TUNJANGAN KETIGA
BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEJABAT NEGARA, DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

»

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bogor.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Kota.



